
Tata Kelola Desa: Pilar Pembangunan Menuju Desa 

Mandiri  

Meta Deskripsi: Tata kelola desa yang baik menjadi fondasi utama untuk menciptakan desa mandiri, sejahtera, dan 

berkelanjutan. Artikel ini membahas secara lengkap prinsip, tantangan, strategi, dan peran para pihak dalam 

membangun sistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Pendahuluan 

Desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun 

memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Melalui pendekatan bottom-up, 

desa menjadi arena pertama dalam menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan desa menjadi elemen penting dalam 

memperkuat ketahanan nasional. Namun, semua itu tidak dapat dicapai tanpa adanya tata kelola 

desa yang baik (good village governance). 

Tata kelola desa bukan sekadar rutinitas administrasi dan teknokrasi pemerintahan, tetapi lebih 

jauh adalah upaya mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. Artikel ini mengurai dengan komprehensif tentang apa itu tata 

kelola desa, prinsip-prinsipnya, tantangan yang dihadapi, strategi implementatif, serta peran 

berbagai stakeholder dalam mendorong tata kelola desa yang efektif. 

Apa Itu Tata Kelola Desa? 

Tata kelola desa adalah keseluruhan proses dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah 

desa bersama masyarakat untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan sumber daya desa 

guna mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini mencakup hal-

hal seperti pengambilan keputusan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang transparan, 

pelayanan publik yang efisien, hingga penegakan aturan hukum di tingkat lokal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala desa. Maka dari itu, tata kelola desa merupakan jantung dari pelaksanaan otonomi desa 

yang efektif dan bertanggung jawab. 



Prinsip-Prinsip Tata Kelola Desa yang Baik 

1. Transparansi 

Transparansi adalah prinsip utama dalam tata kelola desa. Seluruh informasi yang menyangkut 

pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program desa harus terbuka 

untuk diketahui publik. Misalnya, pemanfaatan dana desa wajib diumumkan melalui papan 

informasi publik atau media daring desa. Transparansi memupuk kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah desa. 

2. Akuntabilitas 

Setiap kebijakan dan program yang diambil pemerintah desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban 

tahunan, audit keuangan oleh inspektorat atau BPKP, dan mekanisme pengaduan masyarakat. 

Sistem ini mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif warga desa dalam setiap tahap pembangunan, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Musyawarah desa (Musdes), forum 

warga, dan penguatan kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi 

instrumen penting untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

4. Penegakan Hukum dan Keadilan 

Hukum harus menjadi fondasi dari setiap keputusan yang diambil pemerintah desa. Penegakan 

hukum yang konsisten dan adil, termasuk terhadap pelanggaran administrasi, korupsi, atau 

konflik agraria, merupakan wujud komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial. 

5. Efisiensi dan Efektivitas 



Sumber daya yang dimiliki desa — baik itu keuangan, sumber daya manusia, maupun aset fisik 

— harus dikelola dengan tepat guna dan berhasil guna. Program kerja desa harus memiliki 

indikator keberhasilan yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

6. Keberlanjutan (Sustainability) 

Pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada jangka pendek. Prinsip keberlanjutan 

menuntut pemerintah desa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka 

panjang dalam setiap kebijakan. 

Tantangan dalam Tata Kelola Desa 

1. Kapasitas SDM Aparatur Desa 

Banyak perangkat desa masih belum memiliki kompetensi dalam hal manajemen keuangan, 

penyusunan dokumen perencanaan, hingga pemanfaatan teknologi. Ketimpangan kapasitas ini 

menjadi hambatan utama dalam implementasi tata kelola desa yang optimal. 

2. Keterbatasan Anggaran 

Walaupun dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah pusat, kebutuhan pembangunan di tingkat 

desa sering kali melebihi kemampuan anggaran yang tersedia. Ini menyebabkan adanya 

prioritisasi yang sulit dan potensi ketimpangan pelayanan. 

3. Partisipasi Masyarakat yang Rendah 

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan 

membuat partisipasi mereka minim. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya literasi, dominasi 

elit lokal, atau budaya pasif. 

4. Konflik Sosial 



Konflik horizontal antarwarga atau antara warga dengan pemerintah desa sering terjadi akibat 

ketidakadilan distribusi program atau ketidakterbukaan informasi. Ini memperburuk iklim tata 

kelola desa. 

5. Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Dana Desa 

Masih banyak desa yang terjerat kasus hukum karena penyalahgunaan dana desa, baik oleh 

kepala desa maupun aparat lainnya. Ini menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik. 

Strategi Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Efektif 

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa 

Program pelatihan, pendidikan non-formal, dan pendampingan teknis harus dilakukan secara 

rutin oleh pemerintah daerah maupun mitra pembangunan. Desa perlu mendorong lahirnya 

aparatur yang profesional dan responsif. 

2. Penguatan Peran BPD dan Lembaga Desa 

BPD dan lembaga masyarakat lainnya seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan RT/RW harus 

diberdayakan dalam fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. 

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi 

pengelolaan pemerintahan. Desa juga dapat memanfaatkan media sosial, website resmi, dan 

aplikasi pengaduan online. 

4. Mekanisme Akuntabilitas Sosial 

Pelibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program, seperti melalui Musyawarah 

Pertanggungjawaban atau Audit Sosial, dapat meningkatkan kontrol publik terhadap jalannya 

pemerintahan desa. 



5. Mendorong Inovasi Desa 

Desa harus terus berinovasi dalam membangun potensi lokal, seperti pengembangan BUMDes, 

pertanian ramah lingkungan, wisata berbasis budaya, dan energi terbarukan. 

6. Sinergi Antar Stakeholder 

Keberhasilan tata kelola desa membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah desa, 

masyarakat, LSM, media, dunia usaha, serta pemerintah daerah dan pusat. 

Peran Stakeholder dalam Tata Kelola Desa 

Stakeholder Peran 

Pemerintah Desa Mengelola dan menjalankan pemerintahan desa secara operasional. 

BPD Melakukan pengawasan dan menyuarakan kepentingan warga desa. 

Masyarakat 
Menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa melalui partisipasi 

aktif. 

LSM & Ormas 
Memberikan advokasi, pendampingan, serta mendorong transparansi 

dan akuntabilitas. 

Pemerintah Daerah & 

Pusat 

Menyediakan dukungan anggaran, regulasi, pelatihan, dan fasilitasi 

teknis. 

 

Kesimpulan 

Tata kelola desa yang baik bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi utama untuk menciptakan 

desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, penegakan hukum, efisiensi, dan keberlanjutan harus diinternalisasi dalam setiap 

proses pemerintahan desa. 



Dengan komitmen dan kerja sama yang solid dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku 

kepentingan, desa akan mampu menjadi episentrum pembangunan yang tidak hanya bertumpu 

pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial dan pelestarian 

lingkungan. 
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